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EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DI KECAMATAN SEMBAKUNG
KABUPATEN NUNUKAN
Studi Komparatif Antara Desa Mambulu Dan Desa Pagaluyon

Adi Julianto?

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana efektivitas
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mambulu dan Desa
Pagaluyon. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara
dan dokumentasi langsung di lapangan. Narasumber dalam penelitian ini
terdiri dari, Kepala Desa Mambulu dan Kepala Desa Pagaluyon, Kepala Desa
Punan Bengalun, Kepala Desa Kuala Lapang, Kepala Desa. Bendahara Desa
Mambulu dan Desa Pagaluyon, Ketua BPD Desa Mambulu dan Desa
Pagaluyon, Ketua dan Seketaris LPM (Lembaga Pemberdaya Masyarakat)
serta tokoh-tokoh masyarakat Desa Mambulu dan Desa Pagaluyon dan Ketua
RT (Rukun Tetangga) Desa Mambulu dan Desa Pagaluyon. Data yang
dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa
untuk mengetahui Bagaimana efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa
(ADD) di Desa Mambulu dan Desa Pagaluyon, Desa Mambulu dan Desa
Pagaluyon hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa didalam pengelolaan
Alokasi Dana Desa (ADD) perlu adanya pendamping dan pembinaan dari
Kecamatan kepada desa-desa yang ada diwilayahnya dalam pelaksanaan
pengelolaan ADD. Serta Perlu perhatian khusus dalam hal yang Patrtisipatif,
Responsif, akuntabilitas, Perencanaan, Pelaksanaan dalam Penggunaan
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mambulu dan Desa
Pagaluyon. Sehingga tercapai tujuan pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat Desa yang baik.

Kata Kunci: efektivitas, pengelolaan, ADD, Kabupaten Nunukan.

Pendahuluan

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian
kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan
memanfaatkan sumber daya daerah secara efektif. Agar tidak terjadi
penyimpangan dan penyelewengan, serta pemberian wewenang dan
keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat.
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Konsekuensi dari pemberian kewenangan otonomi terhadap desa maka perlu
diatur pula secara tegas sumber-sumber pembiayaan yang harus diperoleh desa
khususnya yang berasal dari pemerintah ditingkat atasnya yaitu Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Menindaklanjuti peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Nunukan
telah merealisasikan kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada
setiap desa. Pemerintah Kabupaten Nunukan mengeluarkan Peraturan Daerah
Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor seri A Nomor 04); Pengelolaan
Alokasi Dana Desa dalam wilayah Kabupaten Nunukan. Adapun besar Alokasi
Dana Desa (ADD) yang didistribusikan pada desa Mambulu pada SK Bupati
Nunukan No0.188.45/267/\//2013 adalah sebesar Rp. 427.318.000,00 (Empat
Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah),di Desa
Mambulu, Sedangkan di Desa Paguluyon dana yang di berikan sebesar Rp.
429.808.000.00,00 (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus
Delapan Ribu Rupiah) yang bersumber dari bagian dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Dari dana perimbangan yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten
Nunukan kepada pemerintah Desa SK Bupati Nunukan No0.188.45/267/\//2013
Mambulu dan Desa paguluyon Mengenai hal tersebut tentunya akan
memunculkan berbagai permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji
berkaitan dalam proses pengelolaan alokasi dana desa yang dalam hal ini
penulis tertarik untuk mengkaji bahwa yang dulunya Desa Paguluyon adalah
Desa yang pertama sedangkan desa mambulu adalah desa yang baru berpindah
penduduk yang berada didesa Pemukiman yang terdapat dua desa yaitu desa
Mambulu dan Desa paguluyon, didalam pengelolaan Alokasi Dana Desa bahwa
Desa Mambulu yang lebih maju dari pada desa paguluyon. Disini timbul suatu
permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji,apakah dalam pelaksanaan
pengelolaan alokasi dana desa sudah efektif atau hanya dikelola tanpa
berlandaskan kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar hukum dalam
pengelolaan alokasi dana desa. Sehingga kegiatan penelitian tentang masalah
tersebut sangat penting untuk dilakukan, yaitu dengan melakukan penelitian
untuk mengamati dan mencermati proses pengelolaan alokasi dana desa yang
selama ini telah dilaksanakan, agar dapat mengetahui apakah dalam proses
tersebut telah berjalan efektif.

Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa Mambulu
dan desa paguluyon melalui Alokasi Dana Desa yaitu hingga mencapai Rp.
427.318.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Belas
Ribu Rupiah) di Desa Mambulu sedangkan Desa Paguluyon Rp.
429.808.000.00,00 (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus
Delapan Ribu Rupiah). maka timbul pertanyaan apakah desa beserta elemen
yang ada sudah mampu melaksanakan dan mengelola anggaran tersebut secara
efektif. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya sebelum diberi alokasi
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dana desa untuk melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan
keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh
satuan instansi pemerintahan yang ada diatasnya, akan tetapi setelah kebijakan
alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi
anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri,
sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola
alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Kerangka Dasar Teori
Efektivitas

Menurut Kurniawan (2005:109) “Efektivitas adalah kemampuan
melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada
suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan
diantara pelaksanaannya”.

Berkaitan dengan efektivitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah,
Devas (dalam Dasril Munir dkk 2004:44) menyatakan bahwa “efektivitas
adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus dan mengatur
keuangan yang dimiliki dengan cara haruslah sedemikian rupa, sehingga
memungkinkan program dapat direncanakan dan dijalankan untuk mencapai
tujuan pemerintahan dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang
secepat-cepatnya”. Dilihat dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa,
efektivitas adalah suatu ukuran sampai sejauh mana organisasi pemerintah
mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sehingga tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan sebelumya dapat tercapai dengan menggunakan
prosedur atau aturan yang ada. Apabila hal ini dikaitkan dengan masalah
keuangan maka sampai sejauh mana keuangan yang tersedia dapat dialokasikan
untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai
tujuan.

Pengelolaan

Menurut GR Terry (dalam Hasibuan 2005:3) mengatakan bahwa
manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan
untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan
pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan
memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai
tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Jadi, dapat penulis simpulkan pengelolaan adalah suatu proses atau
suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang
didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan
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dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai
tujuan tertentu.

Penganggaran

Siagian (1992:223-240) menyatakan bahwa, ciri khas sistem ini dapat
dilihat dari 3 hal pokok yaitu : (1). Anggaran yang diajukan terlihat jelas
maksud dan tujuan yang ingin di capai, (2). Biaya yang diperlukan untuk
program-program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang akan
dicapai, (3). Adanya data kuantitatif sebagai alat pengukur hasil yang dicapai
dan pekerjaan yang dilakukan untuk menyelesaikan setiap program. Adapun
dalam sistem ini secara umum ada 3 tahapan yang perlu diperhatikan yaitu
sebagai berikut :

1. Tahap Penyusunan Anggaran, adapun dalam proses ini hal-hal yang perlu
ditekankan adalah sebagai berikut :

a. Program berkaitan langsung dengan sasaran yang ingin dicapai oleh
pemerintah secara keseluruhan.

b. Program merupakan wewenang fungsional bagian instansi yang
bersangkutan untuk melaksanakannya.

c. Program dirinci dalam berbagai bentuk kegiatan yang hendak
diselenggarakan.

2. Tahap Akunting atau Tata Pembukuan, yaitu dipastikan bahwa
pemerintahan menganut sistem akunting atau tata cara pembukuan
tertentu, berdasarkan sistem akunting tersebut maka dilaksanakan
pencatatan semua jenis transaksi finansial yang terjadi dengan tujuan untuk
efisiensi penggunaan anggaran, kelengkapan dokumen pembuktian
pengeluaran dan penerimaan serta untuk menjamin bahwa suatu anggaran
telah dikeluarkan dan dialokasikan untuk membiayai suatu program
tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tahap akunting ini nantinya
akan mendukung proses pengawasan, karena adanya akunting atau tata
pembukuan maka pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran dapat
dilakukan, yaitu ketersediaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
penggunaan anggaran.

3. Pelaporan, secara umum dalam sistem ini mengartikan pelaporan
merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam
pelaksanaan kegiatan tertentu. Suatu laporan dalam pendekatan sistem ini
harus memenuhi persyaratan seperti :

a. Formatnya sesuai dengan ketentuan.

b. Kelengkapan materi pelaporan.

c. Ketetapan waktu penyampaian kepada pihak-pihak yang berhak
menerimanya.

d. Mengandung hasil yang telah dicapai.

e. Mengetengahkan kendala-kendala yang dihadapi.
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Untuk menjamin laporan yang memenuhi persyaratan, maka diperlukan
ketaatan terhadap pedoman, petunjuk dan prosedur yang ada, sehingga laporan
benar-benar dapat dijadikan petunjuk mengenai gambaran tentang keberhasilan
yang diraih dan kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam proses
pengelolaan anggaran.

Siagian (1992:228) menyatakan bahwa, “Dalam mengatur dan
mengurus keuangan dan anggaran oleh pemerintah perlu adanya pendekatan
kesisteman anggaran, yang dalam hal ini beliau menyampaikan ada 2 sistem
pendekatan pengelolaan keuangan dan anggaran yang sering digunakan oleh
pemerintah antara lain, sistem anggaran tradisional dan sistem anggaran
didasarkan hasil karya atau kinerja”.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11
disebutkan, “Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
Kemudian pasal penjelas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
menegaskan bahwa yang dimaksud dengan ‘“bagian dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan
Sumber Daya Alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi
belanja pegawai. Dalam pasal penjelas pula disebutkan bahwa alokasi dana
desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30%
untuk Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dasar pemberian Alokasi Dana Desa adalah amanat pasal 212 ayat 3
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, selanjutnya menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 (Anonim, 2006:32-33) menyatakan bahwa
sumber pendapatan desa terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil
kekayaan desa, hasil gotong royong desa, hasil partisipasi dan swadaya
dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa
dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa.

c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima
oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya
dilakukan secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

Perbandingan

Menurut Mariana (2001:1-2) Perbandingan adalah perbuatan
menyejajarkan suatu objek atau beberapa objek dengan alat pembanding. Dari
perbandingan ini dapat diperolen persamaan-persamaan dan perbedaan-
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perbedaan dari objek-yang dibandingkan (objek dengan alat pembandingnya
atau dari suatu objek dengan objek lainnya).

Dalam konteks Illmu Pemerintahan, Pamudji (www.orangbuton.
wordpress.com, diakses 6 juni 2014) kata perbandingan berasal dari kata
banding, yang artinya timbang, yaitu menentukan bobot dari suatu obyek atau
beberapa obyek. Dengan demikian kata perbandingan dapat disamakan dengan
kata pertimbangan, yaitu perbuatan menentukan bobot sesuatu atau beberapa
obyek, dimana untuk keperluan tersebut obyek atau obyek-obyek yang
disejajarkan dengan alat pembandingnya. Dari pengertian ini dapat diperoleh
persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari obyek atau obyek-obyek
disejajarkan dengan alat pembandingnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa
perbandingan adalah perbuatan menyejajarkan sesuatu atau beberapa obyek
dengan alat perbandingannya. Dalam kaitan dengan pemerintahan, tentu saja
obyek yang dibandingkan itu adalah pemerintahan dari suatu negara (bangsa)
tertentu dengan negara (bangsa) lain.

Desa Dan Pemerintahan Desa

Widjaja (2003:3) dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa
“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli
berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam
mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi
dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Sunardjo (dalam Wasistiono 2006:9) pengertian Desa yaitu,
“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum
adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki
ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan
kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan
pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan
berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”.

Selanjutnya beliau juga menyatakan bahwa desa-desa tersebut atau
dengan nama asli yang setingkat adalah satu kesatuan hukum dengan
karakteristik sebagai berikut :

a. Berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya
menurut adat kebiasaan dan menurut peraturan daerah yang berlaku.

b. Desa wajib melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah.

c. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut Kepala Desa atau
Pemerintah Desa dapat diberikan bantuan atau sumbangan.

Sejalan dengan ketentuan tersebut Wasistiono (2006:15) menyatakan
bahwa, “Desa saat ini ditempatkan sebagai suatu organisasi pemerintahan dan
organisasi kekuasaan, yang secara politis dan administratif memiliki wewenang
tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya sebagai akibat
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posisi politisnya yang merupakan bagian dari negara atau hak asal-usul dan
adat istiadat yang dimilikinya”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif
dimana dilakukan di Desa Mambulu dan Desa Pagaluyon. Penelitian ini
menggunakan teknik analisis model interaktif pengumpulan data. Analisis data
terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: Reduksi
Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi langsung di
lapangan

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari, Kepala Desa Mambulu
dan Kepala Desa Pagaluyon, Kepala Desa Punan Bengalun, Kepala Desa Kuala
Lapang, Kepala Desa. Bendahara Desa Mambulu dan Desa Pagaluyon, Ketua
BPD Desa Mambulu dan Desa Pagaluyon, Ketua dan Seketaris LPM (Lembaga
Pemberdaya Masyarakat) serta tokoh-tokoh masyarakat Desa Mambulu dan
Desa Pagaluyon dan Ketua RT (Rukun Tetangga) Desa Mambulu dan Desa
Pagaluyon.

Hasil Penelitian
Pengelolaan ADD yang Partisipatif di Desa Mambulu dan Desa Pagaluyon
Dengan tidak terwakilnya kepentingan-kepentingan masyarakat secara
umum dalam penentuan kebijakan penggunaan ADD sehingga dalam proses
penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran ADD di Desa Pagaluyon dapat
dikatakan belum berjalan secara partisipatif pada tataran penentuan
perencanaan sedangkan di Desa Mambulu dapat terwakili didalam penentuan
kebijakan penggunaan ADD secara umum oleh masyarakat sehingga dapat
dikatakan bahwa di Desa Mambulu dapat dikatakan berjalan dengan baik
didalam partisipatif penggunaan ADD.

Pengelolaan ADD Yang Responsif di Desa Mambulu dan Desa Pagaluyon
Apabila melihat pembangunan Non fisik maupun Fisik maka dapat
disimpulkan bahwa pengunaan ADD didesa mambulu dapat mengunakan
penggunaan ADD sangat baik, sehingga hasilnya sama-sama berpihak pada
pemerintah desa dan masyarakat secara umum. Sedangkan di desa pagaluyon
pemerintah desa ternyata belum cukup kreatif untuk membuat program yang
dapat menyentuh langsung pada permasalahan dasar didesa . Apabila dikaitkan
dengan bagaimana cara Pemerintah Desa menentukan rencana
kegiatan/program yang dalam pelaksanaannya belum melibatkan partisipasi
seluruh masyarakat melalui forum musyawara desa, sehingga hal ini
berpengaruh terhadap responsivitas penggunaan ADD karena keterwakilan
masyarakat dalam penentuan kegiatan/program masih belum terwujud sehingga
masihnya kurang berpihak pada kepentingan masyarakat secara umum.
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Pengelolaan ADD yang Akuntabel di Desa Mambulu dan Desa Pagaluyon

Dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban sebenarnya akan
dapat menjadi kesempatan dan mekanisme masyarakat untuk menguji
akuntabilitas (amanah) pengelolaan ADD tersebut. Akan tetapi apabila hal itu
tidak dilakukan, maka masyarakat benar-benar tidak mendapat kesempatan
untuk mengetahui mengenai pengelolaan ADD sekaligus menguji seberapa
besar amanah Pemerintahan Desa telah mengelola ADD. Apabila mencermati
pembahasan  sebelumnya dan melihat kondisi mengenai  proses
pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Mambulu dan di Desa
Pagaluyon dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas di Desa mambulu sudah
dapat terwujud mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang
dilakukan oleh Pemerintahan Desa kepada masyarakat baik secara langsung
maupun tidak langsung melalui BPD sudah cukup membuktikan bahwa prinsip
akuntabilitas sudah bisa diwujudkan oleh Pemerintahan Desa Mambulu dalam
pengelolaan ADD. Sedangkan di Desa Pagaluyon apabila mencermati
pembahasan  sebelumnya dan melihat kondisi mengenai  proses
pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Pagaluyon dapat disimpulkan
bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan ADD di Desa Pagaluyon belum
terwujd, belum adanya mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan ADD
yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Masyarakat baik secara langsung
maupun tidak langsung melalui BPD sudah cukup membuktikan bahwa prinsip
akuntabilitas belum bisa diwujudkan oleh Pemerintah Desa Pagaluyon dalam
pengelolaan ADD.

Perencanaan dan Pelaksanaan ADD di Desa Mambulu dan Desa Pagaluyon

Penentuan dan penujukan pelaksanaan teknis kegiatan baik untuk
kegiatan yang bersifat fisik maupun kegiatan non fisik yang ada di desa
mambulu dan desa pagaluyon seperti pengadaan barang dan jasa dan lainnya
diatas bahwa dikedua desa tersebut didalam penunjukan pelaksanaan kegiatan
teknis dilakukan dengan cara bersama masyarakat desa maupun para elit-elit
masyarakat didalam pembangunan tanpa adanya penunjukan kepada oknum
tertentu.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dan kemudian
disesuaikan dengan perumusan masalah maka hasil penelitian ini dapat
disimpulkan sebagai berikut :

1. pengelolaan ADD di Desa Pagaluyon belum Efektif karena tidak
melibatkan masyarakat secara umum dalam penyusunan rencana kegiatan
penggunaan ADD. Sedangkan di Desa Mambulu sudah cukup karena
Pemerintah Desa melibatkan masyarakat secara umum.
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2.

Penyusunan rencana kegiatan untuk penggunaan ADD tidak melibatkan
masyarakat maka hasilnya kurang bermanfaat dan tidak bisa menjawab
kebutuhan utama masyarakat. Prinsip pengelolaan kurang akuntabel,
belum terlaksana dengan baik karena Pemerintah Desa kerapkali terlambat
menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat baik
secara langsung maupun tidak langsung melalui BPD.

. Pengelolaan ADD di Desa Mambulu dan Desa Pagaluyon, ditinjau dari

prosesnya masih ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai
dengan prosedur dan aturan yang berlaku, yaitu pada proses penyusunan
rencana kegiatan maupun pada pelaksanaannya yang belum melibatkan
masyarakat secara umum khususnya di Desa Pagaluyon.
Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Mambulu partisipasi
masyarakat sangat membantu terutama dalam kegiatan gotong royong,
dana bantuan biaya siswa dan berbagai kegiatan pembangunan fisik
seperti, membangun lapangan volley, membangun posyandu,
pembangunan kantor Adat, pembangunan kantor Desa. Sementara factor
penghambatnya malah masih rendahnya kualitas aparatur pemerintahan
desa serta sarana dan prasarana penerintahan desa.

Setelah ditarik kesimpulan maka rekomendasi dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1.

Perlu diwujudkan prinsip-prinsip pengelolaan ADD di Desa Mambulu dan
Desa Pagaluyon baik secara partisipatif, responsif, dan akuntabel. Hal itu
dapat dilakukan apabila semua pihak dan komponen yang ada di desa
khususnya Pemerintah Desa memiliki pemahaman, kemauan dan
komitmen untuk mewujudkannya.

. Perlu diperbaiki prosedur proses pengelolaan ADD khusushya pada

kegiatan penyusunan rencana kegiatan maupun pada pelaksanaannya yaitu
dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui forum musyawarah
desa yang dapat memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat
untuk mengikutinya. Kemudian pada proporsi sasaran penggunaan ADD di
desa, sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam membuat
peraturan pedoman pengelolaan ADD harus mengacu pada Permendagri
No. 37 Tahun 2007 yang menetapkan perbandingan proporsi penggunaan
ADD untuk belanja publik sebesar 70% dan belanja operasional rutin 30%.

. Untuk memperkuat aspek keuangan desa Pemerintah Kabupaten harus

konsisten merealisasikan anggaran ADD sesuai dengan amanat peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yakni minimal mengalokasikan sebesar
10% dari total penerimaan dana perimbangan. Sedangkan untuk
meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa secara optimal dalam hal
pelatihan, pengelolaan keuangan desa Pemerintah Kabupaten perlu
melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa baik
oleh Perangkat Daerah yang ada di kabupaten maupun yang dekat dengan
desa yaitu kecamatan.
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